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ABSTRAK 

 

PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM  

(Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat) 
 

 

Oleh: OKI RIANA 

 

 

Usaha  mikro, kecil, dan menengah merupakan stimuluan  perekonomian 

negara berkembang. Penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah menjadi peranan penting dalam mendukung perekonomian 

suatu negara, sebagian besar kisaran harga yang digunakan oleh pertumbuhan 

bisnis merupakan pembiayaan pinjaman dari lembaga ekonomi yang perlu 

dilunasi pada waktu dan bunga yang disepakati. Persoalan yang berbeda dengan 

UMKM dalam kemudahan usaha komersial adalah kenyataan bahwa UMKM 

masih dianggap sebagai badan usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan 

perbankan. pemberian pinjaman melalui BRI dapat menimbulkan risiko berupa 

kesulitan bagi debitur dalam melakukan pembayaran kepada BRI yang dimaksud 

dengan rasio kredit macet adalah rasio antara jumlah kredit yang dikategorikan 

kurang lancar, diragukan, dan buruk terhadap kredit secara keseluruhan. Hal ini 

akan berdampak pada regulasi BRI dalam pemberian nilai kredit bagi organisasi 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Bagaimana pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) 

dan sifat penelitian ini adalah deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara 

sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang 

memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. 

Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik 

Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan 

analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah untuk melakukan pengawasan penyaluran 

kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat sudah sesuai 

dengan teori yang ada dengan menetapkan beberapa tahapan dalam pengajuan 

kredit dan sesuai dengan prinsip 5C. Namun peneliti menemukan bahwa dalam 

pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan informasi 

mengenai usaha calon debitur dengan tidak  wawancara ulang setelah analisis 

kredit dilakukan dan pemantauan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal 

karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan bagian 

pengawasan penyaluran kredit UMKM berupaya untuk menyelesaikan kredit 

secepat mungkin dan berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan 

kredit, praktik penyaluran kredit yang tidak sehat serta kemungkinan terjadinya 

kredit bermasalah. 
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MOTTO 

 
 بِ رِّ ٱۘ  وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ 
وَ ىٰۖ  ٱوَ   لۡ بِ لۡ بِ ٱوَلََ تعََاوَنوُاْ عَلىَ   لتَّ لۡ وَىٰۖ بِ  ٱوَ   لۡ عُ لۡ   لۡ

َ  ٱ تتَّ وُاْ ٱوَ  َ ٱإبِ تَّ   تَّ يُ    تَّ عبِ اَابِ ٱشَ بِ  ٢  لۡ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.  

(QS. Al-Maida h: 2).
1
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 Depag RI Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi yang 

sangat vital dalam perkembangan dan peningkatan keuangan, tidak lagi hanya 

di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM sangat penting 

bukan lagi yang menyerap paling banyak pekerja, tetapi juga karena 

kontribusinya terhadap pembentukan atau peningkatan domestik bruto paling 

besar dibandingkan dengan usaha-usaha besar.
2
 

Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimuluan  

perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi  

krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut 

hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya  

dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara garis 

besar, tantangan yang dihadapi UMKM dalam dua kategori berikut:  

1). Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp 300 juta per tahun 

umumnya tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana menjaga 

kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan 

dengan “aman” sudah cukup. 2). Bagi usaha dengan omzet antara Rp 300 juta 

sampai Rp 2,5 miliar setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks.2 

Statistik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2,2% atau 62 juta usaha 

                                                           
2
Djok o Retnadi. Kredi t Usaha Rakya t (KUR), Harapan dan Tantangan.(http: 

//www.bni.co.id) 
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aktivitas atau usaha secara mandiri (swadaya) dan sekitar 0,28% atau 300 

ribuan penduduknya merupakan pengusaha yang sebelumnya merupakan 

pemula dan telah mampu meningkatkan usahanya. Posisi strategis UMKM 

dalam sistem perekonomian Indonesia semakin terlihat dimana mampu 

menyediakan 99% lapangan pekerjaan di Indonesia adalah UMKM. Sebab 

itulah, keberadaan sentra UMKM menjadi salah satu jawaban yang mampu 

mengatasi ketimpangan antara desa dan kota serta merupakan penggerak 

sistem perekonomian lokal. 

Penyaluran kredit BRI wilayah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

memegang peranan penting dalam membantu sistem keuangan di dalam 

negeri.
3
 Melemahnya credit score UMKM di Indonesia dapat terjadi akibat 

terganggunya permintaan credit score, antara lain tingginya harga bunga 

kredit, mutu nasabah dan gangguan penawaran ketersediaan dana. 

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi peranan penting dalam mendukung perekonomian suatu 

negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pembiayaan Usahab 

Mikro, Kecil, dan Menengah adalah penyediaan dana oleh 

pemerintah,pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, 

koperasi, danlembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan 

memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Pada awalnya tidak banyak Bank Umum yang menyalurkan kredit 

kepada sektor UMKM. Pemberian kredit UMKM lebih identik 

dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR),namun seiring dengan 

                                                           
2Ahmad Rozali.Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 
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semakin ketatnya persaingan penyaluran kredit kepadasektor 

korporasi dan ritel serta besarnya pangsa usaha UMKM yang potensia 

untuk mendapatkan pembiayaan, hal ini mendorong Bank Umum 

turutmembiayai sektor UMKM.
4
 

 

Sebagian besar kisaran harga yang digunakan oleh UMKM untuk 

pertumbuhan bisnis merupakan pembiayaan pinjaman dari lembaga ekonomi 

yang perlu dilunasi pada waktu dan bunga yang disepakati. Namun demikian, 

pemberian pinjaman melalui BRI dapat menimbulkan risiko berupa kesulitan 

bagi debitur dalam melakukan pembayaran kepada BRI yang dimaksud 

dengan rasio kredit macet adalah rasio antara jumlah kredit yang 

dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan buruk terhadap kredit secara 

keseluruhan. Hal ini akan berdampak pada regulasi BRI dalam pemberian nilai 

kredit bagi organisasi Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
5
 BRI akan lebih 

selektif dan tegas dalam memanfaatkan prinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan kredit UMKM. 

Persoalan yang berbeda dengan UMKM dalam kemudahan usaha 

komersial adalah kenyataan bahwa UMKM masih dianggap sebagai badan 

usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). 

Akibatnya, saat ini tidak semua UMKM dapat memperoleh nilai kredit usaha 

(KUR) ataupun lembaga keuangan lainnya dalam memperoleh info tentang 

permodalan. Sebenarnya, dari segi kemungkinan, banyak UMKM yang 

memiliki usaha yang layak untuk masuk ke perbankan. 

                                                           
4
 Hafidz, Rachmanira  Tingkat Persaingan dan Efisiensi Bank Umum dan BPR di Pasar 

Kredit Mikro di Indonesia. Working Bank Indonesia, (Yogyakarta: LKis Media, 2013), h, 43 
5
 Bapa k Muhamma d Hudori, selak u Usaha Mikr o Kecil dan Menenga h BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat Wawancara27 Septembe r 2020 
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Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

variasi hasil kajian. Jadi studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan 

pengaruhnya sekarang ini.
6
 Dari deskripsi landasan yang telah ditetapkan dan 

penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh saat ini belum konsisten dalam 

hal pengaruhnya terhadap determinan penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI. 

Ketersediaan loanable fund akan memengaruhi jumlah penyaluran 

kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh 

bank tersebut. Semakin besar loanable fund suatu bank, maka semakin besar 

pula jumlah penyaluran kredit UMKM yang akan disalurkan oleh bank BRI 

Cabang Tulang Bawang Barat.  

Kredit UMKM, sedangkan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit UMKM. Menurut beberapa 

penelitian yang telah dilakukan, ditemukan perbedaan hasil penelitian. Maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya saat ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu 

dengan hasil yang diperoleh belum konsisten penentupenyaluran kredit Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga penulis sengaja mengangkat 

permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan 

menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan Proposal yang 

berjudul Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM (Studi Kasus di BRI 

Cabang Tulang Bawang Barat). 

                                                           
6
 As. Mahmoeddin,Melaca k Kredi t Bermasalah,(Jakarta: Pustaka Sina r Harapan, 2002) 
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B. Pertanyaan Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun untuk membatasi 

masalah yang akan diteliti agar memperoleh keinginan dan tujuan yang jelas 

serta mendapatkan solusi yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penyusun merumuskan masalah yakni: Bagaimana 

pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat? 

C. Tujuan  Penelitian 

Sebuah kajian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai 

melalui kajian ini adalah: Untuk mengetahui pengawasan penyaluran kredit 

UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan 

dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat  Teoritis 

1) Dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pemikiran yang 

berguna bagi kemajuan di masyarakat tentang pengawasan penyaluran 

kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. 

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang 

pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang 

Barat dan permasalahan yang ditimbulkannya. 

3) Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi disamping sebagai bahan 

pustaka atau fakta ilmiah. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, 

mengenai pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat dan permasalahan yang diakibatkannya. 

2) Memberikan peluang pemikiran alternatif untuk digunakan sebagai 

informasi berkenaan dengan pengawasan penyaluran kredit UMKM di 

BRI Cabang Tulang Bawang Barat. 

E. Penelitian  Relevan  

Penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan 

dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa 

masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.
7
 Pada kajian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang 

memiliki kemiripan dengan kajian ini, yakni: 

1. Maya Puspitasari yang berjudul “Determinan Penyaluran Kredit Usaha, 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Konvensional 

di Indonesia”, Universitas Negri Yogyakarta.
8
  

Hasil penelitian ini menggunakan metote kuantitatif. Praktek 

Regulasi penyaluran kredit terhadap UMKM. Hasil penelitian, penyaluran 

kredit pada UMKM yaitu dengan cara melakukan setiap meminjam 

ataupun kredit harus wajib mengembalikan tempat waktu, jika tidak 

tempat waktu akan mendapatkan bunganya lebih besar. Dan terdapat 

                                                           
7
 Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN Metro Tahun 

2018),  h. 39. 
8
 Maya Puspitasari Determinan Penyaluran Kredit Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) pada Bank Umum Konvensional di Indonesia”, Universitas Negri Yogyakarta, 2014 
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perbedaan Penelitian di BRI sedangkan penelitian yang di atas di Bank 

Indonesia, membahas mengenai dampat sosial dan ekonomi masyarakat 

namun tidak dijelaskan tindakan masyarakat mengenai sistem penyaluran 

kredit yang diberlakukan pada UMKM. Persamaan, dari penelitian 

penulisan adalah bahas penyaluran kredit UMKM. 

2. Nurul Wardani berjudul “implementasi  Pemberiaan Kredit Usaha UMKM 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9
  

Hasil Penelitian ini menggunakan metode. pengembalian kredit 

atupun pinjaman, bawasannya pada penyaluran kredit sudah di salurkan 

tetapi masyarakatnya kurang mengunakaanya dengan baik, begitu pula 

dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. 

Pembedaan, penerapan penyaluran kredit adapun kerugian nasabah tidak 

sanggup lagi membayar semua kewajiban baik untuk sementara waktu 

atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia BRI sedangkan 

penelitian di atas yaitu kerugian harus di perbaiki dengan baik dan disertai 

pengawasan yang memadai akan mengancam keangsungan hidup Bank PT 

Indonesia perjanjian pembatesan pengembalian pinjaman uang. 

3. Chaerani Nisa denga judul Analisis dampak kebijakan penyaluran kredit 

kepada UMKM, Universitas pancasila, Jakarta.
10

  

Hasil penelitian, penerapan penyaluran kredit di lakukan secara 

wajib oleh UMKM, yang cara menyalurkan kredit menggunakan berbagai 

                                                           
9
 Nurul Wardani berjudul “implementasi  Pemberiaan Kredit Usaha UMKM Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2012 
10

 Chaerani Nisa denga judul Analisis dampak kebijakan penyaluran kredit kepada 

UMKM, Universitas pancasila, tahun 1013 
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investasi.  Perbedaan, penerapan kredit yang di lakukan oleh UMKM 

menggunakan dua metude: yaitu dengan menyalurka kredit pada UMKM 

yang sangat mudah untuk di  buat usaha sedangkan di penelitian di atas 

baik mealui ekspor langsung ataupun sebagai penyedia bahan baku yang 

selanjutkan hasil jadinya diekspor. Persamaan dari penelitian peneliti 

adalah sama-sama melakukan memberi modal kepada UMKM agar iya 

bisa membuka usaha. 

Berdasarkan penelitian relevan di atas, membahas mengenai dampak 

sosial dan dampak ekonomi masyarakat namun tidak menjelaskan bagaimana 

tindakan masyarakat mengenai sistem penyaluran kedit yang di berlakukanya 

pada UMKM tersebut sedangkan untuk penelitian relevan yang kedua 

merupakan sebuah kebiasaan di masyarakat cenderung mengarah pada urf 

fasid yang tidak bisa di jadikan dasar hukum dan seharusnya ditinggalkan dan 

untuk penelitian relevan penerapan kredit yang dilakukan oleh Nasabah 

kepada masyarakat menggunakan dua metude: yaitu dengan cara 

meminjamkan tempat waktu dan mengembalikan nya dengan tepat waktu. 

Perbedaan dari ketiga penelitian relevan di atas dengan peneliti yaitu 

terletak pada faktor penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem 

penyaluran kredit yang menggunakan peminjaman kredit tersebut, sistem yang 

sudah ada diperaturan UU diatur pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, serta Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5). Persamaan dari 

penelitian relevan di atas dengan peneliti yaitu terletak pada sama-sama 

membahas mengenai penyaluran kredit pada UMKM. 



9 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha 

ekonomiproduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

peroranganatau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
11

 

Usaha mikr o dan usaha kecil adala h suat u badan usaha mili k WNI 

bai k perorangan maupun berbadan huku m yan g memiliki kekayaan bersi h 

(tida k termasu k tana h dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp. 

200.000.000,- (dua ratu s juta) dan ata u mempunyai omze t (nilai produksi) 

ata u hasil penjualan rata-rata pe r tahun sebanyak-banyaknya Rp. 

1.000.000.000,- (sat u milyar) dan usaha tersebu t berdiri sendiri”. 

Berdasarkan Undang-Undan g Nomo r 20 Tahun 2008 tentan g 

Usaha Mikro, Kecil dan Menenga h (UMKM) maka dimaksu d dengan:  

a. Usaha mikr o adala h usaha produkti f mili k perorangan dan/ata u badan 

usaha perorangan memenuhi kriteria usaha mikr o dengan:  

1) Memiliki kekayaan bersi h (asse t pe r tahun) palin g banya k Rp. 

50.000.000,- (lima pul u juta rupiah) tida k termasu k tana h dan 

bangunan tempa t usaha; atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omse t pe r tahun) palin g banya k 

Rp. 300.000.000,- (tiga ratu s juta rupiah).
12

 

 

b. Usaha kecil adala h usaha ekonomi produkti f yan g berdiri sendiri, 

yan g dilakukan ole h oran g perorangan ata u badan usaha yan g bukan 

merupakan ana k perusahaan ata u bukan caban g usaha yan g dimiliki, 

dikuasai ata u menjadi bagian bai k langsun g maupun tida k langsun g 

dari usaha menenga h ata u usaha besa r yan g memenuhi kriteria usaha 

kecil, dengan:  

1) Memiliki kekayaan bersi h (asse t pe r tahun) lebi h dari Rp. 

50.000.000,- (lima pulu h juta rupiah) sampai dengan palin g 

banya k Rp. 500.000.000,- (lima ratu s juta rupiah) tida k termasu k 

tana h dan bangunan tempa t usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omse t pe r tahun) lebi h dari Rp. 

300.000.000,- (tiga ratu s juta rupiah) sampai dengan palin g 

banya k Rp. 2.500.000.000,- (dua milia r lima ratu s juta rupiah).
13

 

c. Usaha menenga h adala h usaha ekonomi produkti f yan g berdiri 

sendiri, yan g dilakukan ole h oran g perorangan ata u badan usaha yan g 

bukan merupakan ana k perusahaan ata u bukan caban g usaha yan g 

dimiliki, dikuasai ata u menjadi bagian bai k langsun g maupun tida k 

langsun g dengan usaha kecil ata u usaha besa r yan g memenuhi 

kriteria, dengan:  
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1) Memiliki kekayaan bersi h (asse t pe r tahun) lebi h dari Rp. 

500.000.000,- (lima ratu s juta rupiah) sampai dengan palin g 

banya k Rp. 10.000.000.000,- (sepulu h milia r rupiah) tida k 

termasu k tana h dan bangunan tempa t usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebi h Rp. 2.500.000.000,- (dua 

milia r lima ratu s juta rupiah) dengan palin g banya k Rp. 

50.000.000.000,- (lima pulu h milia r lima ratu s juta rupiah).
14

 

Ada dua aspek pembinaan UMKM yang harus diperhatikan adalah 

pertama sumber daya manusia (SDM), apakah dapat meningkatkan 

kualitas SDM atas usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar. Kedua, 

pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri atas beberapa hal antara 

lain berencana, dilaksanakan, dan pengawasan 

Pengelolaan pinjaman oleh UMKM juga masih menjadi 

Permasalahan Hal ini disebabkan oleh sejumlah tantangan yang dihadapi 

UMKM seperti kurangnya jaminan, lingkungan bisnis dan prosedur 

pengelolaan aset yang masih buruk, meskipun saat ini sudah terdapat 

institusi yang memberikan layanan dan bimbingan mengenai pengelolaan 

kredit atau pinjaman, akan tetapi masih banyak UMKM yang mengalami 

kesulitan dalam pengelolaan pinjaman. 

2. Peranan UMKM 

Berdasarkan Undang-Undan g N o 20 Tahun 2008 pasal 3 tentan g 

UMKM, tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menenga h adala h 
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untu k menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dala m rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi keadilan.
15

 

UMK M memiliki peran yan g sanga t pentin g dala m perekonomian 

nasional, menuru t Ban k Indonesia ada beberapa peran strategi s Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menenga h (UMKM) antara lain: 

a. Jumla h Usaha Mikro, Kecil dan Menenga h (UMKM) yan g besa r dan 

terdapa t dala m tiap-tia p sekto r ekonomi. 

b. Menyera p banya k tenaga kerja dan setia p investasi menciptakan lebi h 

banya k kesempatan kerja. 

c. Memiliki kemampuan untu k memanfaatkan bahan bak u lokal dan 

menghasilkan baran g dan jasa yan g dibutuhkan masyaraka t lua s 

dengan harga terjangkau.
16

 

 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 pasal 3 tentang 

UMKM, tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi keadilan. 

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian 

nasional, menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain: a. Jumlah Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan terdapat dalam tiap-

tiap sektor ekonomi. b. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi 
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menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. c. Memiliki kemampuan 

untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Peranan 

penting tersebut tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki UMKM, 

diantaranya 

a. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan 

usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.  

b. Dalam permodalannya tidak tergantung pada modal dari luar, namun 

juga bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.  

c. pinjaman (pengusaha kecil sector tertentu seperti pedagang) sanggup 

mengembalikan pinjaman dengan bunga cukup tinggi.  

d. UKM tersebar di seluruh Indonesia usaha di berbagai sector.
17

 

Berdasarkan ketiga peran UMK M itulah, maka UMK M dinilai 

memiliki kekuatan lebi h besa r untu k bertahan dala m menghadapi krisi s 

dibandingkan dengan usaha berskala besar. Dengan adanya konstribusi 

UMK M dala m perekonomian di Indonesia akan memberikan dampa k 

terhada p terserapnya tenaga kerja, selain it u UMK M juga memiliki 

potensi penghasil devisa. 

3. Kriteria UMK M  

Selain itu ternyata UMKM juga mempunyai beberapa keunggulan 

yaitu keadaan yang memungkinkan industri kecil atau UMKM bertahan 

dari gempuran persaingan yang datang dari industri berskala besar. 
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Menuru t Undang-Undan g Nomo r 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentan g kriteria 

Usaha Mikro, Kecil dan Menenga h (U U UMKM) adala h sebagai berikut:  

a. Kriteria Usaha Mikr o adala h sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersi h palin g banya k Rp50.000.000 (lima 

pulu h juta Rupiah) tida k termasu k tana h dan bangunan tenpa t 

usaha, ata u  

2) Memiliki hasil penjulan ata u omse t tahunan palin g banya k Rp300 

juta
18

 

b. KriteriaUsaha Kecil adala h sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersi h lebi h dari 50 juta sampai dengan palin g 

banya k 500 juta tida k termasu k tana h dan bangunan. 

2) Mempunyasi penjualan tahunan lebi h 300 juta sampai 2,5 milyar
19

 

c. Kriteria Usaha Menenga h adala h sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersi h lebi h dari 500 juta sampai 10 milyar 

tida k termasu k tana h dan bangunan tempa t usaha, ata u  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebi h 2,5 milyar -50 milyar.
20

 

Usaha-usaha UMKM diuntungkan oleh kondisi geografis, 

yang membuat produk-produknya memperoleh proteksi alami karena 

pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invasi produk-produk 

berskala besar. Produk-produk dengan biaya transportasi yang tinggi, 

mudah pecah dan tidak tahan lama, biasanya memiliki pasar yang 
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secara geografis relatif terbatas, yang dengan demikian membuka 

peluang bagi usaha-usaha skala kecil.
21

 

Uraian di atas, dapat diketahui bahwa UMKM merupakan suatu 

kegiatan yang memiliki aktivitas suatu usaha, atau lebih tepatnya yaitu 

berwirausaha. Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan 

untuk membayar biaya operasi bulanan dari usaha. Contohnya biaya untuk 

pembayaran gaji pegawai, telepon bulanan, listrik, air. Pada prinsipnya 

modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar 

biaya diluar bisnis secara langsung, dan biasa dikenal dengan biaya tetap. 

 
B. Pengawasan Penyaluran UMKM 

1. Pengertian Pengawasan Penyaluran UMKM 

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini 

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang 

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

erat antara perencanaan dan pengawasan.
22

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya 

saing tinggi harus dilihat dari kondisi UMKM saat ini. Daya saing 

ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang 
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memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) mampu bersaing secara ketat. 

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen 

fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang 

melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
23

  

Pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan 

melekat, merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Para 

pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, 

cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.
24

 

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk 

menetapkan pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang 

sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 

dan mengukur penyimpangan mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 

dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan.
25

 

 

Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu 

oganisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
26

 Sejumlah persoalan 
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yang umum untuk semua UMKM dinegara manapun juga, khususnya di 

dalam kelompok Negara sedang berkembang.  

Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan 

modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, 

distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses 

ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja 

dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan 

tekhnologi, biaya transportasi dan enerji yang tinggi, keterbatasan 

komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokasi yang 

kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidak pastian 

akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak 

menentu arahnya. 

Pengawasan ialah suatu proses pimpinan ingin mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya 

pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut: 

a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan    

b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)   

c. Tujuan   

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.
27

 

Secara spesifik pengertian pengawasan atau monitoring selaras 

dengan pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi 

                                                           
27

 Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen  (Jakarta: 

Ghalia Indonesia :  2004),  h. 61 



18 

 

 

manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam 

pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan 

efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara 

dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta 

mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. 

Uraian di atas beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa 

pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju 

pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi proses pimpinan 

ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. 

2. Dasar Hukum Pengawasan penyaluran UMKM 

Pengawasan yang dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, 

mengoreksi yang salah, dan membnarkan yang hak. Pengawasan (Control) 

dalam ajaran islam (hukum syariah). Pengawasan dalam Islam berbeda 

dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam pengawasan mencakup bidang 

spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual tidak terlepas 

konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT, 

pengawasan, ada 3 cara dilakukan Allah SWT:  

a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung  

b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat  

c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.
28
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Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku 

ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).  

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim 

akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya 

konsisten menjalankan hukum hukum dan syariah Allah dalam setiap 

aktivitasnya, dan ini merupakan tujun utama islam. Akan tetapi, mereka 

hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam 

sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung 

menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan 

atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat 

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
29

 

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut 

juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri 

dari mekanisme pngawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan 

penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara 

penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain.  

Berdasarkan uraian pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang 

bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan 

di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, 
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pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti 

mengawasi hambaNya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika 

sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah 

yang ketiga. 

3. Prosedur Pengawasan Penyaluran UMKM 

Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah 

menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi menjalankan 

pengawasan sesuai dengan pengalaman yaitu. 

a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) Pengawasan dari 

dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit 

pengawasan yang dibentuk dalam organiasasi itu sendiri. Aparat/ unit 

pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.
30

 

Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan 

kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat 

pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu 

kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali 

kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. 

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan 
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perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya internal control.  

b. Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan 

eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit 

pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak 

atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama 

pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan 

Negara.
31

  

c. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas 

nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah 

pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik 

Indonesia.  

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari 

pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta 

bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ 

pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, 

akuntan swasta, dan sebagainya.  

Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini 

biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud 
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tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk 

mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang 

harus dibayar, dan sebagainya.  

d. Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah 

pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. 

Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah 

terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.
32

  

Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut 

preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-

hal berikut :  

1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan tata kerjanya  

2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan  

3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya  

4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 

dan pembagian pekerjaannya  

5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan  

6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan.
33
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e. Pengawasan Represif 

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang 

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya 

pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan 

pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut 

pos-audit. 

Standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh 

karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal 

apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian 

diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal 

manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan.
34

  

Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan 

teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. 

Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini 

semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebab nya itu 

datang dari luar, ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih 

karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau 

soal motivasi, 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus realitas yang tengah terjadi di masyarakat.
35

  

Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, 

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk 

penyusunan laporan ilmiah.
36

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan 

gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat. 

Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi secara 

aktul dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji 

lebih mendalam tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI 

Cabang Tulang Bawang Barat. 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka 

sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian 
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deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan 

(deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.
37

  

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sifat penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan prilaku yang 

diamati.
38

  

Uraian diatas bahwa Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk 

mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci membuat 

perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, 

peristiwa tantang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat. 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan 

suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.
39

  Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

                                                           
37
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mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, 

random, daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
40

  

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sumber data 

primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data primer adalah “sumber data pertama di 

mana sebuah penelitian dihasilkan”
41

 

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer diperoleh dari 

sumber pertama yaitu yang faham tentang data yang dibutuhkan oleh 

peneliti informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu meliputi 

pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang 

Barat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui 

buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang 

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
42

  

Sumber sekunder adalah yang tidak bisa member informasi 

langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan 

sebagainya.
43

 Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah 

sumber data primer”
44

 

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap 

data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer 
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menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder 

berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya 

dengan penelitian yang berkaitan pengawasan penyaluran kredit UMKM 

di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. 

 

C. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya 

pengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain. 

1. Wawancara (Interview) 

 Wawancara mendalam adalah sebuah percakapan antara dua orang 

dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara peneliti dengan informan, 

dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan 

dalam pengertian sehari-hari. 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.
45

  

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang 

ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Metode ini penulis 

gunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara 
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langsung kepada informan yaitu seperti Guna mendapatkan keterangan 

tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi data yang diambil dari data tertulis seperti 

buku induk,dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah 

berlalu.Selan itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis 

maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik.”
46

 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar majalah, 

prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”
47

 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-

buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainya.
48

  

 

Uraian di atas dapat disempulkan bahwa teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang 

diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan 

dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan penyaluran kredit 

UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi 
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hukum.
49 Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.
50

  

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta 

yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujut 

keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).”
51

 Analisis data berlangsung secara 

stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data 

dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan atau verifikasi:
52

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data 

seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data 

tentang fakta kongrit mengenai peranan pembiayaan mikro terhadap 

pengembangan usaha nasabah UMKM, kemudian akan ditarik kesimpulan. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) didirikan di Lampung, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja 

atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Lampung", suatu 

lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
53

 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah 

sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa 

perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi 

Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 

tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche 
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Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden 

(Penpres), BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 

1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara 

Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 

Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).
54

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-

undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 

Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 

Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing menjadi dua Bank.  

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang PerbankaNo. 

7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 

100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, 

sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

2. Visi dan Misi BRI Cabang Tulang bawang Barat 
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Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan suatu bank 

umum nasional yang memiliki suatu visi dan misi perusahaan. Adapun visi 

dan misi dari BRI adalah sebagai berikut: 

a. Visi BRI Cabang Tulang bawang Barat 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah.  

b. Misi BRI Cabang Tulang bawang Barat  

1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia 

yang profesional dan teknologi informasi yang handal.  

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak. 

4) Memiliki suku bunga, tabungan dan deposito sesuai dengan LPS 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional mencapai tujuan. Struktur organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang 

satu dengan yang lain bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.  

Sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu 

melaksanakan tugas dan wewenang badan usahanya, dan agar lebih jelas 
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dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisaasi 

dalam suatu lembaga tersebut.
55

 

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting bagi 

perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektivitas berguna untuk 

mencapai tujuan. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara 

wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi 

yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi BRI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat 

 

Dengan struktur organisasi yang baik, maka pengaturan 

pelaksanaan dapat diterapakan sehingga efektivitas dan efisiensi kerja 

dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Suatu lembaga/instansi terdiri dari 

berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun 
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kelompok yang bersifat melaksanakan kegiatan tertentu juga mencakup 

tata hubungan secara vertical. 

 

B. Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat 

Pengawasan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan adalah 

pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan, disebut juga sebagai 

pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan pihak bank 

sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepadacalon nasabah 

dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank. Perlunya pengawasan 

dalam Penyaluran Kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu perumusan pengawasan yang 

dilakukan pihak dalam penyaluran kredit UMKM yaitu anggota komite audit. 

Pengawasan (monitoring) penyaluran kredit UMKM yang dilakukan 

bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari 

keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang 

dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan 

kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan 

pengawasan kredit.
56

 

 

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat  dimana KUR  

bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan 

pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah pembiayaan 

kepada UMKM, sehingga UMKM wajib mengembalikan dana pinjaman KUR 

tersebut kepada bank pemberi KUR.  
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Wewenang pengawasan penyaluran kredit UMKM yaitu mencakup 

semua pejabat bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua 

jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan bank. Kemudian pengawasan dilakukan secara 

berkesinambungan sejak permohonan kredit hingga pelunasan kredit.
57

  

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat 

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, sebsgaimana penjelasan 

tentang fungsi pengawasan oleh  Marketing Manajer sebagai beikut: 

Fungsi pengawasan kredit dalam UMKM yaitu dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung berdasarkan laporan yang 

disampaikan secara berkala atas seluruh kegiatan usaha debitur. 

Pengawasan langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka 

untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang 

timbul bagi keamanan kredit yang diberikan.
58

 

 

Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah 

melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme 

perbankan dan harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan. 

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% bersumber dari dana bank 

pelaksana dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.  

Wawancara dengan Marketing Manager di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengataka bahwa: 

Tujuan pengawasan dalam penyaluran UMKM yaitu dimanfaat KUR 

adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaaat KUR adalah 

tercapainya percepatan pengembangan sektor  riil dan pemberdayaan 

UMKM dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemisikinan 

dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Tugas 

BRI Cabang Tulang Bawang Barat sama halnya dengan tugas-tugas 

Bank Syariah lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.
59
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Prosedur pengawasan sebelum memberikan kredit merupakan syarat 

pencairan kredit. Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat risiko yang 

nantinya akan dihadapi oleh BRI.  Prinsip penyaluran kredit pada BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat ini adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, melalui 

beberapa tahapan sebelum memperoleh kredit. Pihak BRI juga memperhatikan 

prinsip 5C yang berkaitan dengan character, capacity, capital, condition dan 

collateral serta faktor lainnya terkait penyaluran kredit.  

1. Character atau watak (calon) nasabah,   

Penilaian karakter calon nasabah adalah hal yang sangat penting 

dalam proses pembiayaan. BRI KCP Tulang Bawang Barat menilai 

karakter calon nasabah dengan melakukan BI Cheking dan Trade Cheking. 

BI Cheking merupakan laporan historis dari Bank Indonesia yang berisi 

riwayat kredit atau pinjaman kepada bank. Prinsip character ini ditekankan 

dalam Al-Qur’an yakni Al-Anfal ayat 27 yaitu: 

َٰٓأيَُّهاَ ييَ ٱ يَىٰۖ َ ٱءَامَنوُاْ لََ تخَُونوُاْ   تَّ بِ ُ ووَ ٱوَ   تَّ لبِكُ لۡ وَأنَلُ لۡ    تَّ نَىٰۖ اْ أمََىٰۖ وَتخَُونوَُٰٓ

لمَُوَ     ٢٧تعَلۡ
ArtinyaHai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.
60

 

 

Ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang menghianati satu sama 

lain, hal ini berarti setiap nasabah dituntut untuk selalu bersikap jujur 

selama proses pembiayaan. Analisis karakter ini dilakukan oleh pihak BRI 

melakukan pembiayaan agar terhindar dari nasabah  yang macet. 
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2. Capital atau modal (calon) nasabah,   

Capital merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang 

dikelola oleh nasabah. Prinsip ini diterapkan sejalan dengan printah Allah 

tentang permodalan dalam usaha tercantum dalam Q.S Az-Zumar ayat 39: 

مبِ   ُ لۡ  مَلوُاْ ٱيَىٰۖ وَلۡ لمَُوَ   علۡ فَ تعَلۡ مبِ    فسََولۡ   ٣٩عَلىَىٰۖ مَكَانلَبِكُ لۡ إبِنرِّي عَىٰۖ
Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan 

keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan 

mengetahui.
61

 

Ayat di atas menerangkan bahwa salah satu modal dari diri sendiri 

yaitu pekerjaan atau bekerja maka dapat menghasilkan penghasilan untuk 

menghidupi kebutuhannya baik. kemampuan capital dimanifestasikan 

dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financial, yang sebaiknya 

jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. bentuk 

self financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam 

bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin. 

3. Capacity atau kemampuan (calon ) nasabah,   

Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna 

memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan 

pembiayaan yang diterima. BRI KCP Tulang Bawang Barat untuk 

penilaian capacity ini bisa dilihat dari omset (pendapatan kotor nasabah) 

yang dihitung selama 28 hari kemudian dikurangi dengan beban-beban 

lain yang kemudian menghasilkan pendapatan bersih.  
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Apabila pendapatan bersih melebihi 50% dari angsuran maka dapat 

dipastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. BRI 

KCP Tulang Bawang Barat dalam melakukan analisis pembiayaan tentu 

melihat bagaimana kemampuan calon nasabahnya. Pihak BRI KCP Tulang 

Bawang Barat lebih menganalisis terhadap nasabah yang tidak mampu 

membayar. Sebagimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 280 yaitu: 

سََ ةٖ  وَأَ  تصََ تَّ وُاْ خَيلۡ    تَّكُ لۡ إبِ   وَإبِ  َ ةٌ إبِ ىَىٰۖ مَيلۡ َ ةٖ فنَظَبِ كَاَ  ذُو عُسلۡ

لمَُوَ     ٢٨٠كُنلُ لۡ تعَلۡ
Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka 

berilahtangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan 

(sebagian atausemua hutang) itu lebih baik bagimu. Jika kamu 

mengetahui.
62

 

 

4. Condition of ekonomy atau kondisi ekonomi (calon) nasabah 

Kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan 

ekonomi. BRI KCP Tulang Bawang Barat menilai kondisi ekonomi 

nasabahnya dengan melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan 

bagaimana daya beli masyarakatnya, bagaimana bentuk persaingannya.  

Hal tersebut yang akan menjadi penilaian bank dalam mengaalsis 

kondisi ekonomi calon nasabah untuk kedepannya agar tidak terjadi 

kemacetan dalam pembayaran. Kondisi ekonomi menjadi penilaian yang 

tidak kalah penting dari penilaian yang lain karena jika kondisi ekonomi 

nasabah buruk, maka pihak bank pun tidak akan memberikan pembiayaan.   

5. Collateral atau agunan (calon) nasabah,   
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Aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap 

pembiayaan yang diterimanya. Collateral merupakan jaminan dari 

pembiayaan. Analisis  penilaian jaminan selalu dilakukan oleh BRI erikut 

landasan dari prinsip ini diterapkan karena diperbolehkan dalam islam 

berdasarkan  Q.S Al-Baqarah :283: 

يَ   فإَبِ لۡ أمَبِ
ي  متَّ لۡ وُضَة   ُ واْ كَاتبِٗ ا فَ بِهَىٰۖ ۞وَإبِ  كُنلُ لۡ عَلىَىٰۖ َ فَٖ  وَ َ لۡ تجَبِ

يؤَُدرِّ  ضٗا فلَلۡ ضُكُ  بعَلۡ يَ ٱ  تَّ بِيٱبعَلۡ تمُبِ نلََ ُ   لۡ يلَتَّقبِ  ۥأمََىٰۖ
َ ٱوَ لۡ لمُُواْ  ۥَۗ بتَّ ُ   تَّ وَلََ تكَلۡ

َ ةَ  ٱ هَىٰۖ بِنتَّ ُ   لتَّ هاَ فإَ لمُلۡ ُ ٱوَ  ۥۗ لۡ ُ ُ ءَا بِ    َ  ۥَٰٓوَمَي يكَلۡ مَلوَُ  عَلبِي     تَّ   ٢٨٣ببِمَا تعَلۡ
 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 ٣ 

 

BRI menggunakan analsiis 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini 

untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada murabahah yang disetujui atau 

ditolak, dari 5 analisis tersebut yang Account Officer BRI lebih mementingkan 

character dan apabila ini tidak terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan 

kata lain pengajuan pembiayaan murabahah harus ditolak.   

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan AO permasalahan 

yang timbul dalam analisis 5C ini adalah character nasabah, yaitu ketika 

melakukan BI-Checking ada beberapa nasabah ynag ternyata bermasalah 

namun pihak bank kurang teliti sehingga terjadi kesalahan dalam menganalisis 
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character nasabah dan hal tersebut akan berakibat pada pembayaran yang akan  

dilakukan. 

Prosedur penyaluran kredit diterapkan tahap permohonan kredit, 

analisis kredit, pemberian kredit, pemutusan kredit dan pengawasan kredit 

pada BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah:  

1. Permohonan Kredit  

Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus 

dipenuhi, kemudian dengan dibantu, calon debitur KUR mengisi  formulir 

pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR kemudian  ditanda 

tangani  oleh  pemohon, dan permohonan kredit ini merupakan tahapan 

paling awal yang harus dilakukan oleh calon nasabah/debitur dengan 

membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank yang akan dituju. 

Dalam pelaksanaannya, calon debitur harus melakukan hal berikut ini:  

a. Calon debitur yang menginginkan pinjaman kredit UMKN dan kredit 

musiman harus menghubungi bagian administrasi kredit terlebih 

dahulu untuk mengetahui tentang persyaratan yang harus dipenuhi 

serta menyerahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BRI.  

b. Calon debitur melakukan pendaftaran dikantor BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat dengan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah 

disediakan dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang dibawa 

calon debitur kepada Customer service.
64

   

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur di BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat pada tanggal 11 November 2020 sebagai berikut: 

Saat mengajukan permohonan kredit untuk kredit UMKN, beliau 

diminta untuk membawa persyaratan sebagai berikut: fotocopy 

identitas diri (KTP/SIM/paspor), fotocopy kartu keluuarga (KK), 

fotocopy slip gaji atau SK akta perusahaan, fotocopy NPWP, 

keterangan domisili perusahaan, fotocopy surat nikah, pasphoto 3 
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lembar ukuran 2x3, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat 

tanah, setifikat hak milik, sertifikat rumah dll.
65

 

 

Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh calon nasabah  yaitu 1) 

Menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang 

masih berlaku dan harus dicocokan dengan aslinya, 2) Pejabat kredit lini 

(PKL) juga harus memastikan kebenaran calon debitur, 3) Fotocopy KTP 

atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Account 

Officer (AO) atau Kepala  Unit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah 

dan fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya, 4) Mengingat 

karakteristik yang beragam, maka perlu ditegaskan kembali bahwa 

persyaratan adalah syarat minimal, memenuhi syarat tersebut di atas 

kepada calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro, 5) Terhadap 

dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi. 

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

General Affair di Bank Rakyat Indonesia, bahwa: 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah adalah 1)  

Fotocopy identitas diri (kartu keluarga dan KTP), 2)  Pas foto 

pemohon dan pasangan, 3)  Fotocopy NPWP, 4)  Fotocopy  Surat 

keterangan domisili usaha, SIUP dan TDP 5)  Rekening koran 

tabungan/giro minimal 6 bulan terakhir, 6)  Catatan keuangan 1 

tahun terakhir, 7)  Daftar customer dan suplier dominan (masing-

masing 2 data), 8)  Fotocopy surat jaminan, 9)  Fotocopy IMB 

rumah dan PBB tahun terakhir.
66

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur di BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat pada tanggal 17 November 2020 sebagai berikut:  
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“Pada saat mengajukan permohonan kredit UMKN, beliau 

diminta untuk membawa persyaratan yang harus dipenuhi 

sebaggai berikut: fotocopy identitas dir), fotocopy kartu keluuarga 

(KK), fotocopy surat nikah, pasphoto 3 lembar ukuran 2x3, 

laporan berkala mengenai hasil panen yang telah dicatat oleh 

debitur, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, setifikat 

hak milik, sertifikat rumah dll.
67

 

 

Data tersebut diatas didukung dengan  hasil observasi peneliti yang 

melihat secara langsung pihak bank sedang memberikan pengarahan 

terkait tentang persyaratan yang harus terpenuhi dalam mengajukan 

permohonan program KUR. 

Wawancara di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa, 

pada saat mengajukan kredit, calon debitur diwajibkan untuk 

memenuhi semua persyaratan diatas sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan 

perkreditan. Apabila berkas-berkas calon debitur kurang lengkap 

maka calon debitur diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut, 

namun jika sampai batas waktu yang ditentukan debitur tidak 

mampu melengkapinya maka permohonan kredit tidak akan 

dilanjutkan pada tahapan berikutnya semua persyaratan yang 

diminta oleh BRI sudah lengkap.
68

  

 

Selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada bagian 

Account Officer yang kemudian akan meneliti kelengkapan berkas-berkas 

tersebut. Kemudian Account Officer secara jelas dan terperinci segala hal 

yang meyangkut ketentuan kredit yang diajukan kepada calon debitur. 

Penjelasan kepada calon debitur meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1) Keperluan atau tujuan penggunaan kredit  

2) Besarnya kredit dan jangka waktunya  

3) Besarnya tingkat suku bunga kredit  

4) Agunan/jaminan yang akan disertakan oleh nasabah  

5) Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah BRI Cabang Tulang Bawang 
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6) Dan lain-lainnya yang dianggap perlu
69

  

Setelah menjelaskan hal-hal tersebut. Untuk penyaluran kredit 

UMKN jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan 

sedangkan untuk kredit musiman jangka waktu yang diberikan 6 bulan.  

Selanjutnya calon nasabah harus mengisi dan menandatangani 

formulir pendaftaran permintaan kredit, mengisi formulir tanda bukti 

pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2 asli untuk calon nasabah dan 

sebagai arsip di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. Setelah keseluruhan 

hal tersebut dilaksanakan, maka AO akan menyiapkan berkas dalam satu 

map untuk tahapan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan survei/ 

investigasi yang telah diatur oleh Kepala Bagian Kredit.  

2. Analisis Kredit 

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

dan kemauan debitur  atau terjamin membayar kembali kreditnya. Setelah  

semua  berkas  persyaratan  kredit  diterima,  pihak  bank  

melakukanwawancara langsung dengan debitur kemudian  akan  dilakukan  

tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yangdiperiksa oleh Mantri 

(account officer) pihak BRI dalam melakukan analisis kredit mempunyai 

kebijakan sendiri tentunya berpedoman arahan Bank  Indonesia.   

Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok 

mutlak dalam hal analisis. Penggunaan SID Bank Indonesia (BI 

Checking). Khusus untuk KUR Mikro, pengecekan SID yang 

semula  diwajibkan dirubah menjadi tidak diwajibkan, namun 

demikian diharapkan BRI KCP Tulang Bawang Barat Kediri tetap 

                                                           
69

 Wawancara dengan Kepala Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal  3 

Desember 2020 17 November 2020 



44 

 

 

melakukan pengecekan SID  ke Bank  Indonesia  sepanjang tidak 

ada kendala dalam pelaksanaannya. Hasil survey  dirapatkan 

(account officer) selanjutnya tahap pemberian putusan kredit.
70

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan marketing manajer di Bank 

Rakyat Indonesia Bahwa:  

Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini Mantri 

(account officer) akan melakukan checking serta peninjauan  

langsung  ke  lapangan  tentang  layak  atau  tidaknya  calon  

debitur kredit  usaha  rakyat diberikan  pinjaman  dengan  

menanyakan  hal-hal  yang berkaitan dengan permohonan KUR 

yang telah dipersiapkan sebelumnya.
71

 

 

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

General Affair di Bank Rakyat Indonesia Syariah bahwa: 

Pada saat melakukan kunjungan lapangan. Formulir yang telah 

diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan di deskman atau 

petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan 

administrasi. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR tetap 

mengacu kepada skim. Kupedes umum, tetapi dengan beberapa 

ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan 

dengan kondisi atau pola Usaha mikro dalam rangka memberikan 

kemudahan dan kecepatan pelayanan.
72

 

 

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

General Affair  di Bank Rakyat Indonesia, bahwa: 

Pihak bank Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha 

calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, 

tentang pinjaman pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk 

menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan 

pinjaman atau tidak. Menanyakan  tentang  keuntungan usaha  

calon  debitur  kredit  usaha rakyat dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan membayar pinjaman.
73

 

 

Data tersebut di atas didukung dengan hasil melihat secara 

langsung pihak bank sedang mengecek persyaratan yang harus terpenuhi 
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dalam mengajukan permohonan program KUR dan terlihat nasabah 

sedang tanda tangan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah permohonan 

kredit diterima oleh bank, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan 

lapangan berdasarkan surat keterangan permohonan kredit calon nasabah 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:   

a. Melakukan analisis kredit (pemeriksaan kredit) calon nasabah 

berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya 

tergantung pada jenis kredit yang diajukan. Prinsip yang digunakan 

oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah analisis 5C sebagai  

pedoman dalam melakukan analisis kreditnya yang meliputi character, 

capital, capacity, condition of economy, dan collateral.  

b. AO melakukan survey/pemeriksaan ditempat calon nasabah. Biasanya 

pada saat melakukan survey, calon debitur tidak akan diberitahu untuk 

melihat secara langsung kondisi calon debitur. Survey dapat dilakukan 

dengan mewawancarai warga disekitar tempat tinggal calon nasabah 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan 

calon nasabah pada bank saat mengajukan permohonan kredit.
74

  

 

Namun setelah survey dilakukan, pihak BRI terkadang tidak 

melakukan wawancara lagi untuk melihat kesesuaian  dan kebenaran 

antara hasil survey dilapangan dan wawancara pada saat calon debitur 

mengajukan permohonan ketika AO sudah mengetahui tentang kebenaran 

dari jaminan yang disertakan oleh calon debitur.  

c. Penilaian Agunan/Jaminan Kredit  

Agunan merupakan perlindungan terhadap setiap pemberian 

fasilitas kredit dengan nilai minimal setara dengan kredit yang 

diberikan. Pihak bank harus mengecek agunan yang disertakan oleh 

calon debitur apakah agunan tersebut adalah milik calon debitur atau 

bukan. Sehingga bank nantinya tidak akan mengalami masalah ketika 
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pelunasan kredit dilakukan. Dengan demikian apabila nasabah tidak 

dapat melunasi kreditnya, maka Bank dapat mengambil alih agunan 

tersebut yang kemudian akan dilelang untuk menutup kredit yang telah 

diberikan kepada nasabah.  

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan.  

BRI akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang 

diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau 

akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap 

persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat 

bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat.
75

 

Calon debitur  akan memperoleh  keputusan kredit  yang  berisi 

persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai  

permohonan yang  diajukannya. Setelah semua berkas persyaratan  

kredit  diterima,  pihak  bank  langsung dengan debitur. kemudian  

akan  dilakukan  tahap  analisis  kredit  atau  tahap  pemeriksaan yang 

diperiksa kemudian pihak BRI dalam melakukan  analisis  kredit 

mempunyai tentunya tetap berpedoman. Laporan keuangan calon 

debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. 

Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka AO akan menyusun 

laporan yang meliputi hasil analisa kredit, laporan hasil kunjungan, 

laporan hasil peninjauan agunan dan laporan tentang kondisi keuangan 

calon debitur sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada 
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pemrakarsa kreditPenelitian ini juga didukung sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-Qashas ayat 26: 

َٰٓأبََ بِ   اَ َ لۡ  همَُا يَىٰۖ َ ىىٰۖ َ  مَيبِ   بِ لۡ ُ   ۡٔ‍لۡ  لۡ َ ٱإبِحلۡ  وَبِيُّ ٱ َ  لۡ َ  ۡٔ‍لۡ  لۡ َ ٱإبِ تَّ خَيلۡ
  لۡ

ييُ ٱ مَبِ    ٢  لۡ
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.
76

 

 

Ayat d iatas menjelaskan bahwa bila terdapat seorang pedagang 

yang jujur, maka banyak pedagang lain yang bersedia bekerja sama, 

dengan menitipkan barang di tokonya dan dibayar setela barang itu 

laku. Atau juga meminjamkan modal untuk mengembangkan usahanya 

dengan sistem yang tidak bertentangan dengan syariah. pengelola dan 

karyawan sedang bermusyawarah untuk memutuskan pengambilan 

kredit dari calon nasabah dan pengelola mengecek dokumen-dokumen 

yang berkaitan atau yang mendukung pemberian  keputusan  kredit  

masih  berlaku  lengkap,  sah,  dan  berkekuatan hukum. 

3. Persetujuan Kredit  

Setelah melakukan analisis kredit, maka akan dibuat keputusan 

apakah kredit tersebut akan ditolak atau diterima. Jika permohonan kredit 

diterima, maka disiapkan administrasinya dengan mengisi aplikasi/ 

formulir dan jika ditolak akan diberitahukan kepada calon debitur secara 

tertulis. Keputusan kredit ini mencakup jumlah uang yang akan diterima, 

jangka waktu kredit, biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit.  
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Dalam  menjamin agar pemasaran KUR lebih fokus serta untuk 

lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis 

Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target 

pemsaran KUR menjadi tangung jawab Asisten Manajer Bisnis 

Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun 

demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk 

melakukan pemasaran  Kredit UMKM.
77

  

 

Hasil wawancara Marketing Manager di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan Bahwa: 

Saya sebagai manager marketing saya juga melakukan penyaluran 

kredit UMKM, agar banyak yang mengetahui tentang program 

Kredit UMKM, sehingga banyak calon nasabah yangberminat 

untuk menikmati program yang diberikan oleh pemerintah.
78

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Reviewer Junior di Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengataka bahwa:  

Saya sebagai reviewer junior juga melakukan penyaluran kredit 

UMKM, agar banyak yang mengetahui tentang program Kredit 

UMKM, sehingga banyak calon nasabah yang berminat untuk 

menikmati program yang diberikan oleh pemerintah, dan program 

ini biar merata pada masyarakat.
79

 

 

Ungkapan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Account Officer (AO) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Tulang Bawang Barat, beliau mengataka bahwa:  

Kami kompak melakukan penyaluran kredit UMKM, agar banyak 

yang mengetahui tentang program Kredit UMKM, sehingga banyak 

calon nasabah yang berminat untuk menikmati program yang 

diberikan oleh pemerintah, dan program ini biar merata pada 

masyarakat, sehingga dana segera dapat digunakan yang nantinya 

dalam memberdayakan masyarakat dan khususunya pengusaha.
80
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Data tersebut diperkuat dengan observasi peneliti bahwa di BRI 

Cabang Tulang Bawang Barat pengelola dan karyawan kompak dalam 

memasarkan produk KUR, sehingga mayoritas calon nasabah bersedia 

menerima tawarandan segera melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh 

pihak BRI Cabang Tulang Bawang Barat.
81

 

4. Perjanjian Kredit 

Sebelum kredit dapat dicairkan maka calon debitur 

menandatangani perjanjian kredit yang formulirnya telah disediakan oleh 

BRI, yang isi dan bentuknya telah dipersiapkan dan dicetak terlebih dahulu 

oleh bagian administrasi kredit.  

Selain formulir perjanjian kredit, juga telah disiapkan perjanjian 

ikatan yang merupakan perjanjian pengikat barang jaminan dan surat 

kuasa pengalihannya Perjanjian kredit tersebut dilakukan di depan notaris. 

Sebagai seorang muslim tidak boleh mengingkari sesuatu dari apa yang 

perbuat termasuk dalam pemenuhan janji. Karena hal tersebut melibatkan 

kesepakatan antara seseorang lebih melakukan perbuatan tertentu.  

Salah satu ajaran dalam Al-Qur‟an paling penting dalam 

pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua 

kontrak dan janji, serta memenuhi kewajiaban sebagaimana dalam firman 

Allah SWT dalam surat Al-Isra‟ ayat 34: 

َ بوُاْ مَاوَ  وَلََ  يلَبِي بِ ٱتَ لۡ لَُ  أشَُ تَّ ُ   تَّلبِيٱإبِلَتَّ ابِ   لۡ سَيُ حَلتَّىىٰۖ يَ لۡ فوُاْ  ۥ هبِيَ أحَلۡ وَأوَلۡ

عَهلۡ بِ  ٱابِ  عَهلۡ َ ٱإبِ تَّ   لۡ   ٣٤ولَٗ  ۡٔ‍ُ كَاَ  مَ لۡ   لۡ
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewaasa dan 

penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur‟an 

menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua 

kesepakatan yang telah disetujui.   

5. Pencairan Kredit  

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan 

hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua 

belah pihak maka tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit 

usaha rakyat selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing pihak. 

Setiap proses pencairan kredit  (disbursement) harus  terjamin 

asas aman, terarah,  dan  produktif  dan  dilaksanakan  apabila  

syarat  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kredit  telah  dipenuhi  

oleh  pemohon  kredit  Langkah-langkah  pada  tahap  akad  kredit 

adalah sebagai berikut:  1) Persiapan Pencairan, 2) 

Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR, 3) Fiat Bayar, 4) 

Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan.
82

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Review Junior di Bank Rakyat 

Indonesia yaitu:  

Tahap  akad  kredit/  pencairan  meliputi  beberapa  tahap  yaitu 

tahap persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan 

kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit Apabila terjadi  

keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh  

banyaknya peminat yang hendak menjadi calon  debitur  kredit 

usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit 

usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha 

rakyat.
83
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Setelah  semua  persyaratan  terpenuhi  dan  pemberian  kredit  

diikat  oleh perjanjian  kredit  maka  debitur  dapat  mengambil  dana  

pinjaman  yang  telah dimohonkan kepada bagian teller BRI.  

Tahap  akad  kredit/  pencairan  meliputi  beberapa  tahap  yaitu 

tahap persiapan  pencairan,  penandatangan  perjanjian  pencairan  

kredit,  fiat  bayar  pembayaran pencairan kredit. Langkah-langkah  

pada  kredit yaitu:  1) Persiapan Pencairan, 2) Penandatanganan 

Perjanjian Pencairan KUR, 3) Fiat Bayar, 4) Pembayaran Pencairan 

KUR tanpa Jaminan.
84

 

 

Ungkapan tersebut diperkuat dengan Account Officier di Bank 

Rakyat Indonesia bahwa: Kebijakan dari BRI, yang dapat diberikan kredit 

usaha rakyat adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah 

(UMKM). BRI tidak turut serta menyertakan koperasi, sampai saat ini BRI 

belum memberlakukan Linkage Program dimana kredit terhadap UMKM 

dapat disalurkan melalui koperasi.  

Lamanya proses pencairan dana  disebabkan  pula oleh penerapan 

asas kehati-hatian  dalam menyalurkan  dananya dan tetap berpegang 

teguh pada lima  prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering 

disebut  dengan “the five of  credit analysis.
85

 

Setelah penandatanganan syarat-syarat yang diperlukan, maka 

debitur dapat merealisasikan kredit dengan membuka rekening di BRI 

melalui bagian teller kredi yang telah menerima slip penarikan kredit 

kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang tertera pada  slip penarikan 

kredit berikut bukti penarikan kredit.  
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Prosedur penyaluran kredit UMKM terdiri dari beberapa tahapan 

sebagai berikut: permohonan kredit, pemeriksaan berkas-berkas, 

wawancara ke I, pemeriksaan lapangan (analisis kredit), 

wawancara ke II, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi 

(pencairan kredit), danpenarikan/penyaluran kredit.
86

  

 

Peneliti menganalisa bahwa prosedur penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat secara keseluruhan 

dalam menjalankan tahap-tahap penyaluran kredit sudah sesuai dengan 

teori yang ada. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, terdapat 

kekurangan dalam penyelidikan mengenai informasi tentang calon debitur 

dengan tidak melakukan ulang setelah analisis kredit dilakukan.  

Apabila salah satu tahapan dalam proses penyaluran kredit tidak 

dilakukan, maka akan menyebabkan kurangnya informasi tambahan yang 

diperoleh oleh pihak BRI sehingga BRI tidak mengetahui informasi 

mengenai calon debitur secara keseluruhan serta kurang menguasai usaha 

milik debitur. Informasi tersebut berkaitan dengan kecocokan antara data 

yang disampaikan oleh calon debitur mengenai data pribadi dan usahanya 

pada saat mengajukan permohonan kredit dengan kenyataan di lapangan 

baik berupa kondisi keuangan maupun kondisi usaha calon debitur 

sebelum mengajukan kredit pada BRI serta karakter atau sifat sebenarnya. 

Pengawasan penyaluran kredit UMKM merupakan hal yang sangat 

penting untuk memonitoring keadaan usaha debitur terutama 

debitur yang menunjukkan tanda-tanda terjadi masalah. 

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan proses penyaluran kredit mulai dari permohonan kredit 

diajukan hingga pada tahap pelunasan kredit. Karyawan harus 

benar-benar menguasai bidangpekerjaannya dan mampu 
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menjelaskan secara jelas dan rinci kepada calon nasabah mengenai 

kredit di BRI tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
87

  

 

Sedangkan pengawasan yang ada dalam BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat yang dilakukan oleh komisaris yaitu dengan mengawasi, 

memastikan bahwa karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang 

telah diuraikan. Selain itu juga memengarahkan dan membina agar setiap 

tugas serta rencana berjalan sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BRI Cabang 

Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 November 2020:  

Untuk mendukung kemampuan serta meningkatkan kompetensi 

karyawan, maka BRI Cabang Tulang Bawang Barat memberikan 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan karyawan. Melakukan evaluasi 

kinerja karyawan, Memberikan reward kepada karyawan yang 

memiliki kinerja yang baik berupa insentif/bonus.
88

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa 

pengawasan sangatlah penting. Maka untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan, BRI Cabang Tulang Bawang Barat memberikan pendidikan dan 

pelatihan berkaitan dengan bdiang pekerjaan karyawan yang biasanya 

dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam bekerja. Selain itu, BRI Cabang Tulang Bawang Barat 

melakukan evaluasi kinerja karyawan dan memberikan penghargaan 

berupa bonus kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan yang 

mampu mencapai target kredit yang ditentukan. 
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Pengawasan setelah pencairan pembiayaan dilkaukan agar pihak 

nasabha dapat mengikuti perkembangan usaha nasabahnya dengan baik. 

Pengawasan setelah pencairan pembiayaan termasuk dalam jenis 

pengawasan On Site Monitoring yaitu pemantauan pembiayaan langsung 

ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus 

tertentu untuk membuktikan pelaksanan kebijakan pembiayaan, atau 

secara menyeluruh apakah dari deviasi yang terjadi atas terms of lending 

yang disepakati.  

Pengawasan setelah terjadinya pencairan mengikuti perkembangan 

pembiayaan maupun usaha nasabah. Bentuk pengawasan pembiayaan 

yang dilakukan di BRI KCP Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: 

1. Kunjungan lokasi fisik  

Kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BRI KCP Tulang 

Bawang Barat yaitu dengan melakukan maintenance dan Laporan 

Kunjungan Nasabah. 

a. Maintenance   

Maintenance di BRI Syariah merupakan memelihara 

hubungan baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan 

loyal terhadap bank. 

b. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)  

Laporan ini berkaitan dengan audit internal, bank 

berkewajiban menjalankan LKN setiap 3 bulan sekali. LKN 

merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh bank sebagai 
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bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah 

pembiayaan. Laporan Kunjungan Nasabah ini berisi identitas 

nasabah, tujuan kunjungan serta hasil dari kunjungan apakah usaha 

nasabah dapat berkembang atau tidak. 

2. Trade Checking 

BRI KCP Tulang Bawang Barat tidak hanya melakukan 

kunjungan atau survei ditempat nasabah. Tetapi pihak bank juga 

melakukan kunjungan ke lingkungan nasabah, tetangga atau rekan 

bisnis nasabah untuk memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh 

nasabah tersebut. BRI Syariah melakukan trade checking ini untuk 

memantau aktivitas usaha nasabah melalui orang lain. 

3. Credit checking 

BRI KCP Tulang Bawang Barat melakukan memantauan 

pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan 

kelancaran utang piutang. Kelancaran nasabah melakukan pembayaran, 

apakah ada penunggakan dalam pembayaran atau tidak.
89

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis 

menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan 

bahwa pengawasan yang dilakukan BRI KCP Tulang Bawang Barat 

setelah pembiayaan dicairkan telah sesuai dengan teori yang ada 

pengawasan setelah pencairan yang dilaksanakan menggunakan jenis 

pengawasan On Site Monitoring diantaranya dilakukannya kunjungan 
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lokasi fisik, trade checking, dan credit checking. Beberapa kendala yang 

menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Kendala banyak 

dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu 

jauhnya lokasi nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan 

ketidakkooperatifan nasabah ke pihak bank. 

Selanjutnya BRI Cabang Tulang Bawang Barat melakukan 

pengawasannya dengan memantau usaha debitur setelah menerima kredit 

dan perkembangan usaha debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kabag. Kredit BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 15 

November 2020 sebagai berikut:  

Pengawasan penyaluran kredit UMKM yang dilakukan oleh BRI 

Cabang Tulang Bawang Barat adalah dengan mengunjungi debitur 

setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu 3 bulan setelah kredit 

dicairkan. Pada pemantauan berikutnya dilakukan pada saat debitur 

membayar cicilan kreditnya.
90

 

 

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam 

melakukan pemantauan usaha debitur dilakukan setiap satu bukan sekali 

selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu pemantaun dilakukan ketika 

debitur mebayar cicilan kreditnya. Selain itu BRI Cabang Tulang Bawang 

Barat juga melakukan wawancara kepada debitur pada saat debitur 

mengunjungi BRI untuk membayar cicilan kredit atau pada saat membayar 

pelunasan. Dalam penelitian ini Peneliti menemukan bahwa pemantauan 

yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat masih kurang 

maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BRI pada 

tanggal 8 November 2020: BRI Cabang Tulang Bawang Barat 

menggunakan data SID (Sistem Informasi Debitur) yang dinaungi 

langsung oleh BI untuk mengetahui reputasi pinjaman calon debitur 

maupun debiturnya.
91

  

 

BRI Cabang Tulang Bawang Barat juga melakukan pengawasan 

secara eksternal melalui data SID (Sistem Informasi Debitur) yang didapat 

dari Bank Indonesia (BI). Data yang diperoleh memungkinkan BRI untuk 

mengetahui apakah calon debitur atau debitur memiliki pinjaman kepada 

bank atau BRI. Jika calon debitur atau debitur mempunyai tunggakan 

kredit pada bank/BRI lain, maka pihak BRI akan mengurangi jumlah 

pinjaman kredit agar tidak menimbulkan masalah dapat merugikan BRI.  

Islam melakukan pengawasan harus secara menyeluruh seperti yang 

dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6:  

َٰٓأيَُّهاَ ييَ ٱ يَىٰۖ ا   تَّ بِ مَُۢ ي وُاْ  وَلۡ اْ أَ  تصُبِ  ببِنَ إَٖ فلََ يَتَّنوَُٰٓ
قُُۢ اْ إبِ  َ آَٰءَكُ لۡ فاَ بِ ءَامَنوَُٰٓ

ييَ  مبِ لُ لۡ نَىٰۖ بِ لةَٖ فلَصُلۡ بِحُواْ عَلىَىٰۖ مَا فعََللۡ    ببِجَهَىٰۖ
Artinya: “Hai orang-orang  yang beriman, jika datang kepadamu 

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 

atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat:6) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bahwa dalam melakukan 

sesuatu sebaiknya harus memeriksa secara teliti dan melakukan 

pengawasan yang baik. Hal ini dilakukan agar bank dapat mengetahui 

keadaan nasabah yang sebenarnya sehingga jika terjadi hal yang yang 

tidak diinginkan maka bank dapat membantu untuk menyelesaikan 
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masalah tersebut dengan cepat sehingga tidak sampai merugikan kedua 

belah pihak (kreditur dan debitur).  

Pengawasan kredit dilakukan dengan 3 cara yaitu pengawasan 

preventif (pengawasan setiap tahapan penyaluran kredit), pengawasan 

melekat (pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan oleh pimpinan 

perusahaan), dan pengawasan represif (pemantauan terhadap penggunaan 

kredit yang diberikan dan perkembanagan usaha debitur). Pengawasan 

kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat secara 

keseluruhan sudah sesuai teori yang ada.  

Pelaksanaan pengawasan penyaluran kredit UMKM berpedoman   

pada standar kinerja peraturan Internal BRI Cabang Tulang Bawang Barat 

antara lain PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan), dan Pedoman 

Pengawasan Dan Penyelamatan  Kredit UMKM. Dalam  menyikapi  kredit  

bermasalah, bagian pengawasan penyaluran kredit UMKM berupaya untuk 

menyelesaikan kredit secepat mungkin agar tidak berlarut-larut.  

Pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang 

Bawang Barat serta berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan penyaluran kredit UMKM memiliki peranan yang 

penting bagi pengembalian kredit bermasalah. Pengawasan penyaluran 

kredit UMKM berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan 

kredit, praktik penyaluran kredit yang tidak sehat serta kemungkinan 

terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank dimasa yang 

akan datang dapat diminimalkan. 



59 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengawasan 

penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Melaksanakan pengawasan penyaluran kredit 

yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dengan menetapkan 

beberapa tahapan dalam pengajuan kredit dan sesuai dengan prinsip 5C. 

pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan 

informasi mengenai usaha calon debitur, analisis kredit dilakukan dan 

pemantauan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal karena hanya 

dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan pengawasan penyaluran 

kredit UMKM berupaya untuk menyelesaikan kredit secepat mungkin dan 

berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan kredit, praktik 

penyaluran kredit sehat serta kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemantauan penggunaan kredit dan perkembangan debibur dilakukan 

secara rutin mulai dari kredit dicairkan hingga tahap pelunasan kredit. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi resiko yang akan 

terjadi terutama untuk debitur yang memperlihatkan tanda- tanda akan 

terjadinya kredit UMKM sehingga BRI dapat mengantisipasi hal tersebut.  
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2. Untuk ke depannya, dalam melakukan prosedur dan pengawasan 

penyaluran kredit BRI Cabang Tulang Bawang Barat perlu memperhatikan 

dana kredit yang akan dipinjamkan, apakah sesuai dengan kemampuan 

usaha dari calon debitur serta dalam penyaluran kredit sebaiknya 

dilakukan  dengan lebih berhati-hati lagi. 
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Gambar 1 Unit Cabang BRI Tulang Bawang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar: 2. Wawancara dengan Offair BRI KCP Tulang Bawang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3  Wawancara dengan Manager BRI KCP Tulang Bawang Barat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar: 4  Wawancra dengan Karyawan BRI KCP Tulang Bawang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 5  Loket pada Bank  BRI KCP Tulang Bawang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 6  Loket pada Bank  BRI KCP Tulang Bawang Barat 
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